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Daerah Grogol Petamburan. Selama melaksanakan PKL, praktikan diberi tugas 
untuk mendokumentasikan berkas surat, melayani wajib pajak, memisahkan 
dokumen pengajuan pengurangan pajak, mendata objek pajak berupa restoran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini dan 
juga adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan setiap orang akan 
berusaha mengikuti perkembangan tersebut sehingga akan muncul pesaing yang 
lebih kompeten, handal, dan siap bersaing. Dengan adanya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, membuat praktikan untuk lebih mengembangkan 
kemampuan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi atas 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk siap bersaing dengan sumber 
daya manusia yang lain.  
        Melihat kondisi tersebut, di dalam perguruan tinggi selain memberikan ilmu 
pengetahuan berupa teori, memberikan juga keterampilan yang dapat 
meningkatkan kemampuan diri melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
PKL merupakan kegiatan penerapan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang 
sudah didapat pada bangku perkuliahan oleh mahasiswa pada kondisi dunia kerja 
yang sesungguhnya dengan praktik langsung ke perusahaan. Tujuan dari PKL 
adalah untuk mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan mahasiswa pada 
lingkungan dunia kerja.   
       Selama melakukan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, ikut 
berpartisipasi dalam menyeselesaikan masalah yang terjadi dengan memberikan 
solusi yang terbaik, juga mampu berkomunikasi dengan para karyawan. Oleh 
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karena itu akan menambah pengetahuan, keterampilan, etika, sikap, kemampuan, 
dan tanggung jawab yang dimiliki mahasiswa.  
       Melalui PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana kondisi  
di dalam dunia kerja sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain 
setelah lulus dari universitas dan tidak menambah pengangguran di Indonesia. 
Kegiatan PKL juga bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 
kompeten, handal, dan mampu bersaing, baik dari kualitas pengetahuan dan juga 
keterampilannya sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat bersosialisasi 
dengan baik dengan lingkungan disekitarnya.  
       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah 
Grogol Petamburan. Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi 
mata kuliah yang diwajibkan dalam jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester delapan 
dengan jumlah dua sks. PKL merupakan salah satu persyaratan untuk lulus 
program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
       Adapun maksud dan tujuan diadakanya PKL, yaitu: 
1. Maksud diadakannya PKL, antara lain: 
a. Menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku 
perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sebenarnya dengan melakukan 
praktik secara langsung; 
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b. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja mulai dari berinteraksi, 
berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja; 
c. Mengembangkan sikap mandiri, kreatif, disiplin, tanggung jawab, dan 
inisiatif yang dimiliki mahasiswa dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 
 
2. Tujuan diadakannya PKL, antara lain: 
a. Menyelesaikan mata kuliah dua sks yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
b. Meningkatkan wawasan kepada mahasiswa bagaimana pengetahuan dan 
pengalaman yang belum diketahui dan tidak didapatkan saat belajar 
didalam kelas; 
c. Memberikan pengetahuan serta gambaran kepada mahasiswa tentang 
kondisi dunia kerja yang sebenarnya; 
d. Mengembangkan pola pikir dan daya nalar mahasiswa berdasarkan kondisi 
nyata di dunia kerja dan dalam masyarakat; 
e. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan kemampuan 
mahasiswa sesuai dengan latar belakang bidang studi; 
f. Mewujudkan sosok praktisi yang memiliki etika yang baik sesuai dengan 
profesinya. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan diri 
mahasiswa di dunia kerja yang sebenarnya dengan berkembangnya sikap, 
etika, dan rasa tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang 
timbul;  
g. Menjalin kerjasama yang baik antara universitas dengan instansi terkait. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
       Hasil kegiatan PKL di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, diharapkan memiliki kegunaan antara lain: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
a. Mendapatkan pengetahuan baru dan menambah wawasan dari kegiatan 
PKL yang tidak didapatkan didalam kelas; 
b. Mendapatkan gambaran tentang dunia kerja dan praktek dalam bekerja 
yang baik dan benar; 
c. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang 
akuntansi perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan 
lapangan kerja; 
d. Melatih sikap, perilaku, dan etika yang diperlukan didalam lingkungan 
kerja dan masyarakat; 
e. Melatih sikap kreatif, inisiatif, dan tanggung jawab dalam melakukan 
pekerjaan; 
f. Menjadikan mahasiswa lebih aktif dalam mempelajari konsep-konsep 
terapan dalam akuntansi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia kerja; 
g. Memenuhi salah satu mata kuliah yang diwajibkan. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Menciptakan dan menyediakan lulusan yang mampu bersaing di dunia 
kerja; 
b. Membina hubungan yang baik antara universitas dan instansi terkait; 
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c. Membangun hubungan kerja sama antara universitas dengan instansi 
terkait agar universitas dapat dikenal di lingkungan di dunia kerja yang 
dapat menguntungkan lulusan dari universitas; 
d. Menambah wawasan dalam pengelolaan fakultas dalam peningkatan 
kualitas proses belajar-mengajar untuk menghasilkan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. 
 
3. Bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan 
a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara universitas 
dengan intansi terkait; 
b. Membantu pekerjaan operasional karyawan terkait yang bersifat 
sehari-hari (tetap) maupun yang bersifat tidak tetap; 
c. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang handal yang 
dibutuhkan dalam dunia kerja; 
d. Memperkenalkan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait kepada 
mahasiswa dan universitas; 
e. Menjalin hubungan yang baik, sehat, dan dinamis antara Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan Unit Pelayanan Pajak 
Daerah Grogol Petamburan; 
f. Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan/instansi terkait. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPP) Grogol 
Petamburan. Instansi tersebut dipilih karena sesuai dengan penjurusan pada 
program studi S1 Akuntansi, yaitu perpajakan dan untuk lebih mengetahui 
bagaimana perlakuan terhadap pajak daerah, tentang apa saja yang menjadi objek 
pajaknya dan bagaimana sistem pemungutannya. UPPD Grogol Petamburan juga 
memiliki lokasi yang dekat dengan lokasi tempat tinggal praktikan.  
Berikut merupakan informasi data instansi tempat pelaksanaan PKL: 
Nama   : Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan 
Alamat   : Jl. Gelong Baru, Tomang, Jakarta Barat 
Telepon Kantor : (021) 2933-2807 
Faksimil   : (021) 2933-2809 
Email  : uppdgropet@gmail.com 
       Selama pelaksanaan PKL praktikan ditempatkan pada bagian Tata Usaha, 
Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, dan Pendataan dan Penilaian Pajak 
Daerah.  
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
       Waktu pelaksanaan PKL yang telah dilaksanakan mulai pada tanggal 20 Juni 
2016 sampai dengan 19 Agustus 2016, bertempat di Unit Pelayanan Pajak Daerah 
Grogol Petamburan.  
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Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL:  
1. Tahap Persiapan  
       Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi 
Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke Dinas Pelayanan Pajak 
(DPP) DKI Jakarta pada tanggal 6 April 2016 dan selesai dibuat tanggal 11 April 
2016. Setelah surat permohonan dibuat dan selesai, kemudian praktikan 
memberikan surat permohonan PKL ke DPP DKI Jakarta pada bulan Mei. Setelah 
menunggu beberapa hari,pada tanggal 9 Mei 2016 praktikan diberi kabar oleh 
pegawai DPP DKI Jakarta, bahwa praktikan ditempatkan di UPPD Grogol 
Petamburan untuk melaksanakan kegiatan PKL. Periode persiapan dari bulan 6 
April 2016 sampai 9 Mei 2016. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Grogol Petamburan dimulai 
pada tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016. PKL dilaksanakan 
setiap hari kerja, pada hari senin sampai kamis dimulai pukul 07.30 sampai 
dengan pukul 16.00 WIB dan waktu istirahat pada pukul 12.00 sampai dengan 
pukul 13.00 WIB. Sedangkan untuk hari jumat kegiatan perkantoran dimulai pada 
pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB dan waktu istirahat pada pukul 
11.30 sampai dengan pukul 13.00 WIB.  
       Selama melaksanakan PKL praktikan sempat melaksanakan PKL pada bulan 
Ramadhan yaitu pada tanggal 20 Juni 2016 sampai 1 Juli 2016. Pada bulan 
Ramadhan kegiatan efektif perkantoran pada hari senin sampai kamis dimulai 
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pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB dan tidak ada istirahat dan pada hari 
jumat dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB, lebih lama karena 
kegiatan shalat jumat. 
 
3. Tahap Pelaporan 
       Setelah melaksanakan PKL selama 2 bulan, maka praktikan menyusun 
laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai bahan 
pertanggungjawaban praktikan telah melaksanakan PKL yang digunakan sebagai 
salah satu syarat kelulusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Praktikan menyusun laporan PKL dimulai pada bulan September 2016 
dan selesai pada bulan Desember 2016. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah Unit Pelayanan Pajak Daerah 
       Pembentukan Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan dampak dari otonomi 
daerah, dimana pemerintah daerah mendapatkan wewenang yang lebih besar 
untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk juga 
keuangannya untuk pembiayaan keperluan pemerintah daerah. Untuk 
meningkatkan keuangan pemerintah daerah, dapat diperoleh melalui pajak daerah 
dan retribusi daerah. Maka dari  itu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah 
daerah mendapatkan wewenang penuh untuk memungut pajak daerah berupa 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan.  
       Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Fauzi 
Bowo pada masa pemerintahannya membentuk Unit Pelayanan Pajak Daerah 
dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. 
Pembentukan Unit Pelayanan Pajak Daerah merupakan hasil dari penataan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah.  
       Pembentukan Unit Pelayanan Pajak Daerah juga diatur dalam Peraturan 
Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 
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dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dimana pemerintah 
daerah harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata 
kerja, sumber daya manusia, dan perangkat lainnya (Pasal 7 ayat 1) dalam rangka 
pengalihan dan kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
       Peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan juga 
diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dan Peraturan Daerah Provinsi DKI 
Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah. 
     
1. Visi dan Misi Unit Pelayanan Pajak Daerah    
       Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Grogol Petamburan memiliki visi dan 
misi yang terdapat dalam website resmi Dinas Pelayanan Pajak (dpp.jakarta.go.id) 
sebagai berikut: 
a. Visi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Grogol Petamburan 
Pelayanan yang professional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 
b. Misi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Grogol Petamburan 
1) Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif  
2) Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 
permasalahan hukum pajak daerah  
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3) Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 
pajak daerah  
4) Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana 
prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 
anggaran dan program dinas  
5) Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pajak daerah  
6) Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah  
 
B. Stuktur Organisasi 
       Adapun struktur organisasi dari Unit Pelayanan Pajak Daerah, yaitu:
 
Gambar II.1 
Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah 
Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 332 Tahun 2014 
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       Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari kepala unit yang 
langsung dibawahi oleh subbagian serta seksi yang ada yaitu subbagian tata usaha, 
satuan pelaksana pelayanan dan penetapan pajak daerah, satuan pelaksana 
pendataan dan penilaian pajak daerah, dan satuan kerja subkelompok jabatan 
fungsional.  
Berikut adalah penjelasan tentang pelaksaan tugas dan fungsi bagian didalam 
struktur organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016: 
1. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas: 
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 
UPPD; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan 
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional; 
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD 
dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan fungsi UPPD; dan 
d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi UPPD. 
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran UPPD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja 
dan anggaran UPPD; 
d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPD; 
e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur UPPD; 
f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPD; 
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPD; 
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPD; 
i. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPD; 
j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan kantor UPPD; 
k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPD; 
l. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Kecamatan dan 
Kelurahan sesuai lingkup wilayahnya; 
m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan 
kegiatan serta akuntabilitas UPPD; dan 
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Tata Usaha. 
3. Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai 
tugas: 
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD sesuai 
lingkup tugasnya 
d. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah; 
e. menerima, meneliti dan menatausahakan permohonan pendaftaran 
pajak daerah; 
f. menerima, meneliti, memvalidasi dan merekam pelaporan serta 
pembayaran pajak daerah; 
g. melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 
pajak daerah; 
h. menghitung dan memperhitungkan pajak terutang; 
i. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang 
j. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi bill/bon, tanda 
masuk/karcis dan dokumen lain yang dipersamakan; 
k. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon 
dan dokumen lain yang dipersamakan; 
l. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi peneng pajak reklame; 
m. menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah 
(NOPD); 
n. menerima, meneliti dan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah; 
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o. menerbitkan dan mengadministrasikan Surat Penetapan Pajak Terutang 
(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), 
Surat Ketetapan, Surat Keputusan dan Surat Tagihan Pajak Daerah 
termasuk salinannya; 
p. menerbitkan imbauan pembayaran dan pelaporan pajak daerah; 
q. menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan 
pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 
penghapusan, pengurangan ketetapan pajak dan/atau sanksi 
administrasi pajak daerah; dan 
r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah. 
4. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah mempunyai 
tugas: 
a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD sesuai 
dengan lingkup tugasnya; 
d. melaksanakan pendataan, penilaian dan pemutakhiran data subjek dan 
objek pajak daerah termasuk data geografis/spasial; 
e. melaksanakan pengumpulan informasi data harga jual dan transaksi; 
16 
 
 
f. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona 
Nilai Tanah; 
g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian 
permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, 
pembatalan, penghapusan dan mutasi perubahan data objek dan subjek 
pajak daerah; 
h. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan 
pendaftaran objek dan subjek pajak daerah; 
i. melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah pada unit pelaksana 
teknis dalam lingkup Kecamatan sesuai kewenangannya; 
j. melakukan penertiban bidang reklame; 
k. menyimpan dan mendokumentasikan dokumen pendataan dan 
penilaian pajak daerah; dan 
l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 
Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah. 
5. Subkelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas 
dalam susunan organisasi struktural Unit Pelayanan Pajak Daerah.  
 
C. Kegiatan Umum Unit Pelayanan Pajak Daerah 
       Tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan 
Gubernur Nomor 63 Tahun 2016  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. Tugas pokok Unit Pelayanan Pajak Daerah 
yaitu melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai kewenangannya yaitu Pajak 
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Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Air Tanah.  
       Untuk melaksanakan tugas pokok, UPPD menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPD; 
b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPD; 
c. penyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD; 
d. pemberian informasi perpajakan daerah; 
e. pelayanan, pendaftaran, penetapan, penilaian dan pendataan pajak daerah; 
f. pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah; 
g. pelayanan permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, pembatalan, 
penghapusan dan keberatan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya; 
h. penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah; 
i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPD; 
j. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup 
Kecamatan; 
k. penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada 
lingkup kecamatan; 
l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPD; 
m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPD; dan 
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD.
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
       Selama melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol 
Petamburan yang berlangsung selama dua bulan, praktikan ditempatkan pada 
bagian Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah, 
dan Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah. 
       Subbagian Tata Usaha melaksanakan pengadministrasian Unit Pelayanan 
Pajak Daerah yang dipimpin oleh Kepala Subbagian TU yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit. Satuan Pelayanan 
dan Penetapan Pajak Daerah melaksanakan kegiatan pelayanan langsung kepada 
wajib pajak dan menetapkan pajak daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan 
Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah. Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak 
Daerah melaksanakan pendataan terhadap objek pajak yang berada dalam wilayah 
kewenangannya dan melakukan penilaian atas objek pajak tersebut yang dipimpin 
oleh Kepala Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah. 
       Berikut adalah tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama 
melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Grogol Petamburan, antara lain: 
Subbagian Tata Usaha: 
1. Mengadministrasikan dan membuat disposisi untuk dokumen-dokumen 
surat masuk dan surat keluar; 
2. Mengadministrasikan surat ketetapan. 
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Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah: 
1. Melakukan pengadminitrasian berkas pengurangan pajak; 
2. Membantu dalam pengambilan berkas pengurangan pajak, BPHTB, dan 
SKPD yang diminta oleh wajib pajak; 
3. Melakukan pemisahan dokumen-dokumen pengajuan pengurangan pajak 
untuk masyarakat tidak mampu dan untuk veteran atau mantan PNS. 
 
Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah: 
1. Mendata daftar objek pajak yang aktif untuk restoran di wilayah 
Kecamatan Grogol Petamburan;  
2. Mendata daftar objek pajak untuk reklame di pusat perbelanjaan wilayah 
Kecamatan Grogol Petamburan; 
3. Mendata daftar objek pajak untuk reklame di tempat umum wilayah 
Kecamatan Grogol Petamburan. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
       Dalam pelaksanaan kerja di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol 
Petamburan, praktikan harus mengetahui dan memahami tata cara atau alur kerja 
yang biasa dilakukan oleh karyawan dan berkas-berkas yang akan digunakan. 
Sehingga praktikan tidak salah dan keliru atas pekerjaan yang dilakukan oleh 
praktikan. Praktikan dituntut untuk memiliki pemahaman dan ketelitian yang 
cukup dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 
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       Selama dua bulan praktikan melaksanakan PKL, praktikan ditempatkan ke 
divisi yang berbeda selang beberapa minggu. Berikut adalah pembagian waktu 
kerja praktikan disetiap divisi: 
 
Tabel III.1 
Jadwal Kerja 
Tanggal Divisi 
20 Juni 2016 – 1 Juli 2016 Sub Bagian Tata Usaha 
11 Juli 2016 – 29 Juli 2016 
Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak 
Daerah 
1 Agustus 2016 – 19 Agustus 2016 
Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak 
Daerah 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
       Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama melakukan 
kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan sesuai dengan 
seksi dan subbag: 
1. Subbagian Tata Usaha 
       Pada 2 minggu awal pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan di Subbagian 
Tata Usaha. Pada bagian ini, praktikan diberikan tugas sebagai berikut: 
a. Mengadministrasikan dan membuat disposisi untuk dokumen-dokumen surat 
masuk dan surat keluar 
       Pada instansi tempat praktikan melaksanakan PKL, banyak menerima 
surat masuk dan membuat surat keluar. Agar terkendali dan tersusun dengan  
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baik, surat masuk dan surat keluar dicatat dan kemudian diarsipkan sesuai 
dengan jenis suratnya dan urutan tanggal dari tanggal yang bernomor kecil 
sampai yang besar. Kemudian tempat arsip tersebut diletakkan didalam kabin 
khusus untuk surat masuk dan surat keluar agar mudah dalam mencarinya. 
      Surat masuk dan surat keluar ada berbentuk non fisik yang berasal dari 
email dan berbentuk fisik yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar dilakukan secara 
manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Berikut adalah cara dari 
pengadministrasian dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar: 
1) Pertama, praktikan mengecek email apakah ada surat masuk dan apa ada 
surat masuk yang diantar ke kantor langsung. Apabila ada yang dari email, 
maka praktikan akan mencetak email tersebut. Apabila surat diantar ke 
kantor, maka praktikan menerima surat tersebut dengan menandatangani 
tanda terima; 
2) Semua surat masuk dan surat keluar selalu praktikan catat dalam Microsoft 
Excel di masing-masing dokumen. Dokumen untuk surat masuk dan surat 
keluar dipisah agar tidak terjadi kebingungan;  
3) Setelah menerima surat masuk, praktikan mencatat tanggal surat diterima, 
tanggal surat tersebut dibuat, isi surat, dan asal surat. Untuk surat keluar, 
praktikan mencatat nomor surat, tanggal surat, isi surat, dan ditujukan 
kepada surat tersebut. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada 
lampiran 8 dan 9; 
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4) Untuk penomoran surat keluar, nomor awal berasal dari urutan ke berapa 
surat tersebut dibuat dan nomor selanjutnya sesuai dengan kode surat yang 
sudah diatur dalam buku pedoman tata cara pengadministrasian surat; 
5) Untuk surat keluar, dibuat surat pengantar yang ditujukan kepada 
penerima surat tersebut; 
6) Untuk surat masuk, setelah mencatat  tanggal surat diterima, tanggal surat 
tersebut dibuat, isi surat, dan asal surat, kemudian praktikan membuat dan 
mencetak lembar disposisi pada sheet “lembar disposisi” yang sudah di 
beri formula dengan rumus excel. Praktikan hanya tinggal memasukan 
nomor indeks yang merupakan nomor urutan masuknya surat tersebut dan 
bagian yang lainnya akan langsung terisi; 
7) Selanjutnya, surat masuk dan beserta lembar disposisi ditandatangani dan 
diberi instruksi oleh Kepala Unit dan kemudian di berikan kepada Kepala 
Subbagian Tata Usaha untuk diberikan instruksi lanjutan; 
8) Sebelum didistribusikan ke setiap seksi yang dituju, surat masuk beserta 
lembar disposisi dikembalikan ke bagian tata usaha untuk selanjutnya 
dibuat lembar K2M dan LPP sesuai instruksi dari Kepala Subbagian Tata 
Usaha; 
9) Apabila instruksi berupa K2M, praktikan mencetak lembar kartu kendali 
yang berjumlah dua rangkap, lembar putih untuk bagian tata usaha dan 
lembar pink untuk seksi yang dituju. Apabila instruksi berupa LPP, 
praktikan mencetak lembar pengantar, lembar tersebut diambil kembali 
oleh bagian tata usaha; 
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10) Saat surat masuk beserta disposisinya didistribusikan, lembar disposisi 
harus ditandatangani oleh pegawai seksi yang bersangkutan. 
Penandatanganan tersebut bermaksud sebagai barang bukti bahwa 
subbagian tata usaha telah menyerahkan surat yang ditujukan kepada seksi 
tersebut. 
11) Setelah ditandatangani, surat masuk beserta lembar disposisi lembar 
pertama dan ketiga diberikan kepada seksi yang bersangkutan dan 
praktikan hanya mengambil disposisi lembar kedua dan lembar K2M atau 
LPP yang sudah ditandatangi sebagai arsip bagian tata usaha. Apabila 
surat tersebut ditujukan untuk bagian tata usaha, maka surat masuk beserta 
lembar disposisi dan lembar K2M atau LPP ditindak lanjuti dan diarsipkan 
oleh bagian tata usaha.  
12) Setelah ditindak lanjut oleh bagian tata usaha, surat masuk tersebut 
diarsipkan ke dalam file arsip sesuai jenis dan tanggalnya. Untuk disposisi 
lembar kedua dan lembar K2M atau LPP yang ditujukan ke seksi selain 
tata usaha, ditaruh didalam laci khusus untuk menyimpan lembar tersebut. 
Untuk surat keluar, setelah dibuat lembar pengantar, surat keluar tersebut 
sudah bisa diarsipkan ke dalam file arsip sesuai jenis dan tanggalnya.  
  
b. Mengadministrasikan surat ketetapan 
       Dalam Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan, selain 
menerima surat masuk dan membuat surat keluar, juga membuat surat 
ketetapan berupa Surat Ketetapan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan 
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Perkotaan Dan Perdesaan dan Surat Ketetapan Pembebasan Sebagian Pajak 
Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan. Surat ketetapan tersebut juga 
harus diadministrasikan agar mudah dicari apabila membutuhkannya dan agar 
tersusun dengan sistematis.  
       Tata cara pengadministrasian surat ketetapan adalah sebagai berikut: 
1) Pertama, surat ketetapan diterima dari seksi Satuan Pelayanan Dan 
Penetapan Pajak Daerah yang berwenang membuat surat ketetapan. Surat 
tersebut berjumlah tiga rangkap, satu lembar pertama untuk wajib pajak, 
lembar kedua untuk bagian tata usaha, dan lembar ketiga untuk bagian 
Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah; 
2) Surat yang diterima tersebut yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit 
pada lembar pertama dan sudah diparaf oleh Kepala Subbagian Tata Usaha 
dan Kepala Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah pada lembar 
kedua; 
3) Setelah diterima oleh praktikan, surat tersebut dicatat ke dalam Microsoft 
Excel. Praktikan memasukkan nomor ketetepan surat, tanggal surat, isi 
ketetapan surat, dan pengolah surat; 
4) Setelah dicatat ke dalam Microsoft Excel, praktikan men-cap surat 
ketetapan tersebut pada lembar pertama. Kemudian praktikan memisahkan 
ketiga lembar surat ketetapan tersebut; 
5) Selanjutnya lembar kedua yang untuk bagian tata usaha di arsipkan ke file 
arsip untuk jenis surat ketetapan. Untuk lembar pertama dan ketiga 
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diserahkan kembali ke bagian Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak 
Daerah. 
 
2. Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah 
       Setelah dua minggu praktikan ditempatkan di bagian Tata Usaha, selanjutnya 
praktikan ditempatkan di Satuan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah selama 
tiga minggu mulai tanggal 11 Juli 2016 sampai 29 Juli 2016. Berikut adalah tugas 
yang diberikan kepada praktikan selama berada di Satuan Pelayanan dan 
Penetepan Pajak Daerah: 
a. Melakukan pengadminitrasian berkas pengurangan pajak; 
       Pengadministrasian berkas SK Pengurangan Pajak dilakukan untuk 
menyatukan SK Pengurangan Pajak yang telah selesai dibuat oleh pegawai 
pajak. Pengadministrasian berkas bertujuan untuk memudahkan pegawai pajak 
dalam mencari SK Pengurangan Pajak apabila akan diambil oleh wajib pajak 
dan dalam penyimpanan digudang. 
      Pada kegiatan ini praktikan mengadministrasikan seluruh SK Pengurangan 
Pajak yang sudah selesai dibuat oleh pegawai pajak dengan bantuan Microsoft 
Excel. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada lampiran 10. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan dalam tugas ini adalah sebagai berikut: 
1) Praktikan diberi berkas-berkas SK Pengurangan Pajak oleh pegawai, lalu 
menyusun berkas tersebut sesuai dengan urutan nomor SK Pengurangan 
Pajak; 
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2) Lalu membuka dokumen Microsoft Excel yang berisi data dari objek 
pajak. Pada setiap objek pajak tersebut terdapat informasi berupa nomor 
pelayanan, NOP wajib pajak, nama wajib pajak, dan nomor box; 
3) Selanjutnya, mulai mencari NOP dari wajib pajak yang terdapat dalam SK 
Pengurangan Pajak dengan menggunakan navigasi pembantu pencarian 
(Ctrl+F) dengan mengetik NOP atau dengan mengetik nama dari objek 
pajak yang dituju; 
4) Setelah pencarian ditemukan, selanjutnya praktikan mencatat nomor SK 
Pengurangan Pajak yang sesuai dengan NOP wajib pajak yang terdapat 
dalam SK Pengurangan Pajak tersebut; 
5) Kemudian praktikan melihat SK Pengurangan Pajak tersebut termasuk ke 
dalam nomor box berapa dan memasukannya ke dalam box sesuai dengan 
nomornya yang telah tersedia. Apabila box tidak tersedia maka praktikan 
akan mengambil box yang baru lalu menuliskan nomor pada box tersebut. 
       Pekerjaan ini dilakukan untuk menyatukan SK pengurangan pajak yang 
telah selesai dibuat dan untuk mempermudah karyawan dalam mengambil 
berkas pengurangan pajak apabila wajib pajak hendak mengambil dan juga 
agar berkas tidak tercampur dengan berkas yang lain.  
 
b. Membantu dalam pengambilan berkas pengurangan pajak, BPHTB, dan 
SKPD yang diminta oleh wajib pajak. 
       Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, terdapat perbedaan dalam 
melakukan pekerjaan antara pengambilan berkas pengurangan pajak dengan 
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pengambilan berkas BPHTB dan SKPD. Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan oleh praktikan dalam pengambilan berkas pengurangan pajak, yaitu: 
1) Praktikan menerima bukti pengambilan SK Pengurangan Pajak yang 
diberikan oleh wajib pajak; 
2) Untuk pengambilan SK Pengurangan Pajak, praktikan mencari berkas 
tersebut terdapat dalam box berapa dilihat dari dokumen Microsoft Excel 
yang berisi data wajib pajak yang mengajukan SK Pengurangan Pajak; 
3) Selanjutnya, mulai mencari nomor box dengan menggunakan navigasi 
pembantu pencarian (Ctrl+F) dengan mengetik nomor pelayanan atau 
dengan mengetik NOP dari wajib pajak yang dituju; 
4) Setelah ditemukan hasil pencarian, apabila nomor SK telah terisi maka 
menunjukan bahwa SK Pengurangan Pajak yang dituju telah selesai di 
proses oleh pegawai pajak. Namun apabila nomor SK belum terisi maka 
menunjukan bahwa SK Pengurangan Pajak yang dituju belum selesai di 
proses oleh pegawai pajak; 
5) Setelah mengetahui SK Pengurangan Pajak tersebut terdapat dalam box 
berapa, maka praktikan mencari berkas dalam box tersebut. Selanjutnya 
praktikan memberikan lembar pertama SK Pengurangan Pajak kepada 
wajib pajak dan lembar kedua ditandatangani dan diberi tanggal 
pengambilan oleh wajib pajak sebagai bukti bahwa SK Pengurangan Pajak 
tersebut telah diambil oleh wajib pajak yang bersangkutan dan disimpan 
oleh pegawai pajak. Bukti pengambilan juga disimpan oleh pegawai pajak 
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sebagai bukti bahwa SK Pengurangan Pajak telah diambil. Contoh SK 
Pengurangan yang telah diambil dapat dilihat pada lampiran 11. 
6) Lalu berkas yang SK Pengurangan Pajak-nya telah diambil, praktikan 
masukkan kembali kedalam box awal. Hal ini agar memudahkan pencarian 
jika adanya pemeriksaan bukti-bukti SK Pengurangan Pajak maka tidak 
kesulitan untuk mencari secara satu per satu box; 
      Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh praktikan dalam 
pengambilan berkas BPHTB dan SKPD, yaitu: 
1) Untuk pengambilan BPHTB dan SKPD, praktikan menerima bukti 
pengambilan dari wajib pajak melalui pegawai pajak. Lalu praktikan 
mencari berkas tersebut di masing-masing box. Untuk mencari dibox mana 
berkas tersebut berada, melihat daftar dari nama-nama objek pajak yang 
terdapat diatas box BPHTB dan SKPD;  
2) Setelah menemukan berkas yang dimaksud, praktikan memberikan berkas 
tersebut ke pegawai pajak. 
 
c. Melakukan pemisahan dokumen-dokumen pengajuan untuk pengurangan 
pajak. 
       Kategori dalam pengajuan pengurangan pajak terdapat dua peruntukan, 
pertama untuk masyarakat kurang mampu dan kedua untuk veteran pejuang 
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 
gerilya, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan gubernur dan 
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mantan wakil gubernur, purnawirawan TNI/Polri serta pensiunan pegawai 
negeri sipil, atau janda/duda-nya.  
       Setiap kategori memiliki perlakuan dalam pendataan dan proses yang 
berbeda. Sehingga untuk memudahkan pegawai pajak dalam memproses dan 
mendata pengajuan tersebut, dilakukan  pengelompokkan atau pemisahan dari 
dokumen pengajuan pengurangan pajak tersebut sesuai dengan kategorinya 
masing-masing. Hasil pekerjaan praktikan terdapat di lampiran 12. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 
1) Praktikan diberi tumpukan berkas yang berisi campuran dari kedua 
kategori tersebut dan tanggal pengajuan yang berbeda; 
2) Selanjutnya praktikan diberi arahan bagaimana cara membedakan berkas 
pengajuan pengurangan pajak tersebut. Untuk kategori masyarakat kurang 
mampu, terdapat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. 
Sedangkan untuk kategori veteran, purnawirawan, pensiunan TNI/Polri 
serta PNS dan lain-lain terdapat surat keputusan menteri yang menyatakan 
bahwa wajib pajak tersebut memang benar adanya merupakan veteran, 
purnawirawan, pensiunan TNI/Polri serta PNS dan lain-lain yang sejenis; 
3) Lalu praktikan mulai mengelompokkan dan memisahkan berkas pengajuan 
tersebut sesuai dengan surat keterangan yang terdapat dalam berkas 
tersebut yaitu surat keterangan tidak mampu atau surat keputusan menteri;  
4) Setelah selesai mengelompokkan dan memisahkan masing-masing 
kategori, selanjutnya praktikan menyusun berkas tersebut sesuai urutan 
dari tanggal muda ke tanggal tua dari bulan yang bersangkutan. 
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Pengurutan sesuai tanggal masuk tersebut bertujuan agar pegawai pajak 
dapat mengetahui berkas mana yang masuk terlebih dahulu sehingga dapat 
diprioritaskan dalam pengerjaannya agar dapat selesai sesuai dengan 
tanggal perkiraan selesai pengerjaan; 
5) Selanjutnya praktikan memasukkan berkas tersebut ke dalam box. Di 
setiap box diberi keterangan kategori pengajuan pengurangan pajak dan 
periode tanggal pengajuan berkas.  
       Pemisahan dokumen sesuai kategori masyarakat kurang mampu dan 
veteran atau mantan PNS karena proses yang dilakukan untuk masing-masing 
kategori berbeda perlakuannya. Sehingga dengan dilakukannya pemisahan ini 
akan mempermudah karyawan dan untuk mempercepat proses pekerjaan 
permohonan wajib pajak. 
 
3. Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah 
       Setelah tiga minggu praktikan ditempatkan di bagian Pelayanan dan 
Penetapan Pajak Daerah, selanjutnya praktikan ditempatkan di Satuan Pendataan 
dan Penilaian Pajak Daerah selama tiga minggu mulai tanggal 1 Agustus 2016 
sampai 19 Agustus 2016. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan 
selama berada di Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah: 
a. Mendata daftar objek pajak yang aktif untuk restoran di wilayah Kecamatan 
Grogol Petamburan 
       Pada umumnya pendataan untuk pajak restoran dilakukan dengan tinjauan 
langsung ke lapangan. Namun di era perkembangan teknologi ini, pendataan 
31 
 
 
pajak restoran dapat dilakukan hanya dengan di kantor menggunakan 
komputer yang tersedia. Pendataan dengan cara tersebut juga dapat 
mempersingkat waktu dan mengurangi biaya karena caranya yang mudah dan 
cepat. Mendata daftar objek pajak restoran berguna untuk mengetahui objek 
pajak yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif sehingga petugas dapat 
memberikan Surat Ketetapan Pajak dengan mudah dan tidak kesulitan kepada 
objek pajak yang dituju sesuai dengan data yang telah di ambil. 
       Praktikan diberi tugas untuk mendata restoran yang ada dan masih aktif di 
wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Dalam tugas ini menggunakan 
Microsoft Excel. Hasil kerja praktikan dapat dilihat pada lampiran 13. Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan untuk mendata objek pajak restoran adalah 
sebagai berikut: 
1) Praktikan diberi arahan tentang daerah atau kelurahan mana saja yang 
terdapat restoran dan akan praktikan data; 
2) Setelah diberi arahan, selanjutnya praktikan membuka Mozilla Firefox 
untuk mencari data restoran yang diperlukan. Pencarian data restoran 
seperti alamat yang lengkap biasanya diperoleh dari website Zomato; 
3) Selanjutnya praktikan mencari lokasi objek pajak yang dimaksud dengan 
mengetik lokasi restoran pada search engine atau dalam website zomato; 
4) Setelah muncul beberapa restoran didalam satu pencarian lokasi pada 
search engine, maka praktikan akan mendata restoran tersebut ke dalam 
Microsoft Excel dengan mencantumkan nama restoran, alamat restoran, 
nomor telepon restoran, dan di kelurahan mana restoran tersebut.  
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5) Selanjutnya hasil pekerjaan praktikan akan dilanjutkan oleh pegawai yang 
bersangkutan. Data tersebut akan dicek kembali dalam Sistem 
Pemungutan Pajak Daerah Online Pemerintah DKI Jakarta. Apabila 
ditemukan restoran yang belum terdaftar dalam sistem, maka pegawai 
akan menindaklanjuti dengan memberikan surat kepada restoran tersebut 
untuk mendaftarkan restorannya sebagai objek pajak. Untuk restoran yang 
sudah terdaftar, pegawai akan mengecek apakah restoran tersebut sudah 
membayar pajak atau belum. 
 
b. Mendata daftar objek pajak untuk reklame di pusat perbelanjaan wilayah 
Kecamatan Grogol Petamburan. 
       Mendata objek pajak reklame sekarang ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan kantor pusat. Petugas 
dapat menginput data dari objek pajak tersebut sesuai dengan  Surat Ketetapan 
Pajak Daerah yang dikeluarkan, sehingga data yang ada dalam sistem tersebut 
up to date setiap hari nya. Petugas dapat mendata objek pajak tersebut masih 
aktif atau sudah tidak aktif lagi melalui sistem ini. 
       Praktikan diberi tugas untuk mendata objek pajak reklame di pusat 
perbelanjaan wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Dalam tugas ini 
menggunakan Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D). Hasil pekerjaan 
praktikan dapat dilihat pada lampiran 14. Adapun langkah-langkah yang 
dilakukan untuk mendata objek pajak reklame di pusat perbelanjaan adalah 
sebagai berikut: 
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1) Praktikan diberi hardcopy oleh pegawai yang berisikan objek pajak 
reklame yang terdaftar sebelumnya; 
2) Kedua, praktikan membuka website dari Sistem Pemungutan Pajak 
Daerah. Setelah log-in pilih kategori reklame dalam beranda SP2D,  untuk 
log-in ke dalam sistem menggunakan username dan password pegawai; 
3) Setelah masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM 
Reklame), lalu memilih kategori “Laporan” selanjutnya memilih kategori 
“Cek Reklame SKPD by Teks & Jalan”. Pemilihan kategori tersebut 
ditujukan agar mempersempit hasil pencarian sehingga memudahkan 
dalam melakukan pendataan; 
4) Selanjutnya praktikan memasukan teks reklame dan lokasi reklame yang 
dimaksud. Jika kedua data tersebut cocok maka akan muncul SKPD dari 
objek pajak yang dimaksud; 
5) Setelah muncul hasil pencarian dari objek pajak yang dimaksud, praktikan 
memilih tanggal SKPD yang terbaru atau yang berada paling atas untuk 
mengecek tanggal pasang reklame tersebut. Tanggal pasang menunjukan 
masa aktif reklame tersebut dari awal pembayaran pajak reklame sampai 
berakhirnya masa pajak reklame tersebut, dengan jangka waktu satu tahun; 
6) Lalu praktikan memberi tanda dengan menggunakan stabillo apabila objek 
pajak tersebut masih aktif. Untuk objek pajak yang sudah tidak aktif maka 
praktikan akan memberikan tanda silang. Praktikan juga menuliskan kapan 
berakhirnya masa pajak dari tiap-tiap reklame agar petugas dengan mudah 
mendata objek pajak tersebut.  
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7) Hasil dari pendataan yang dilakukan oleh praktikan selanjutnya diberikan 
kepada petugas untuk di lakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa 
memberikan surat kepada pemilik reklame untuk segera membayar pajak 
yang belum dibayar sebelum masa waktu yang telah ditentukan atau 
memberitahu pegawai bahwa reklame tersebut tidak terpakai lagi dan akan 
dibongkar oleh pemilik. Apabila pemilik tetap tidak membayar pajaknya 
dan tidak memberi tahu pegawai bahwa reklame tersebut akan dibongkar 
oleh pemilik, maka pegawai akan membongkar secara paksa terhadap 
reklame tersebut. Untuk reklame yang tidak terdaftar dalam sistem, maka 
akan diberi surat kepada pemilik reklame untuk mendaftarkan dirinya 
sebagai objek pajak. 
 
c. Mendata daftar objek pajak untuk reklame di tempat umum wilayah 
Kecamatan Grogol Petamburan. 
              Praktikan diberi tugas untuk mendata objek pajak reklame di tempat 
umum wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Pekerjaan ini dilakukan untuk 
mempermudah pegawai dalam mendata objek pajak reklame yang tersebar 
diberbagai wilayah dibawah kewenangan Unit Pelayanan Pajak Daerah 
Grogol Petamburan. Dalam tugas ini menggunakan Sistem Pemungutan Pajak 
Daerah (SP2D) dan Microsoft Excel. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat 
pada lampiran 15. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mendata 
objek pajak reklame di tempat umum adalah sebagai berikut: 
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1) Praktikan diberi video oleh pegawai yang berisi rekaman reklame yang 
berada di tempat umum atau di pinggir jalan. Untuk memudahkan 
pencarian dan terdapatnya barang bukti berupa foto reklame tersebut, 
maka praktikan akan men-screenshoot dari setiap reklame yang muncul 
dalam video; 
2) Kedua, praktikan akan mencatat setiap reklame yang terdapat dalam video 
ke dalam Microsoft Excel berupa teks reklame, lokasi pemasangan, 
kelurahan, dan jenis reklame; 
3) Selanjutnya, praktikan membuka website dari Sistem Pemungutan Pajak 
Daerah. Setelah log-in pilih kategori reklame dalam beranda SP2D,  untuk 
log-in ke dalam sistem menggunakan username dan password pegawai; 
4) Setelah masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM 
Reklame), lalu memilih kategori “Laporan” selanjutnya memilih kategori 
“Cek Reklame SKPD by Teks & Jalan”. Pemilihan kategori tersebut 
ditujukan agar mempersempit hasil pencarian sehingga memudahkan 
dalam melakukan pendataan; 
5) Selanjutnya praktikan memasukan teks reklame dan lokasi reklame yang 
dimaksud. Jika kedua data tersebut cocok maka akan muncul SKPD dari 
objek pajak yang dimaksud; 
6) Setelah muncul hasil pencarian dari objek pajak yang dimaksud, praktikan 
memilih tanggal SKPD yang terbaru atau yang berada paling atas untuk 
mengecek tanggal pasang reklame tersebut. Tanggal pasang menunjukan 
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masa aktif reklame tersebut dari awal pembayaran pajak reklame sampai 
berakhirnya masa pajak reklame tersebut, dengan jangka waktu satu tahun; 
7) Lalu praktikan memberi tanda dengan memberi warna merah untuk objek 
pajak yang sudah habis masa pajaknya dan juga menuliskan kapan 
berakhir masa pajaknya, warna kuning untuk objek pajak yang masih aktif 
dan belum habis masa pajaknya, dan warna hijau untuk objek pajak yang 
tidak terdapat dalam sistem.  
8) Selanjutnya hasil pendataan diberikan kepada pegawai untuk dilakukan 
tindak lanjut. Tindak lanjutnya berupa memberikan surat kepada pemilik 
reklame untuk segera membayar pajak yang belum dibayar sebelum masa 
waktu yang telah ditentukan atau memberitahu pegawai bahwa reklame 
tersebut tidak terpakai lagi dan akan dibongkar oleh pemilik. Apabila 
pemilik tetap tidak membayar pajaknya dan tidak memberi tahu pegawai 
bahwa reklame tersebut akan dibongkar oleh pemilik, maka pegawai akan 
membongkar secara paksa terhadap reklame tersebut. Untuk reklame yang 
tidak terdaftar dalam sistem, maka akan diberi surat kepada pemilik 
reklame untuk mendaftarkan dirinya sebagai objek pajak. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
       Selama melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol 
Petamburan terdapat beberapa kendala yang praktikan hadapi selama 
melaksanakan pekerjaan. Berikut kendala yang dihadapi praktikan: 
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1. Sulitnya mendata daftar objek pajak yang masih aktif untuk reklame melalui 
video, karena terkadang reklame tersebut terlewat, kurang jelas atau tidak jelas 
tulisan reklame, dan terpotong; 
2. Selama mendata reklame melalui video, praktikan sulit mengetahui mana 
reklame yang dapat atau tidak dapat di tetapkan sebagai objek pajak karena 
begitu banyak macam reklame yang muncul dalam video, khusunya untuk 
reklame yang berukuran kecil dan reklame yang berbahan kertas apakah 
termasuk objek pajak atau tidak; 
3. Sulitnya mengetahui reklame yang dimaksud dalam sistem karena begitu 
banyak nomor SKPD dan beberapa ukuran berbeda untuk satu nama reklame 
sehingga praktikan mengalami kebingungan untuk menetapkan tanggal pasang 
reklame tersebut; 
4. Kurangnya kerja sama dan komunikasi antar-pegawai yang mengakibatkan 
praktikan mengerjakan beberapa pekerjaan di divisi lain sewaktu praktikan 
tidak bertugas lagi di divisi tersebut, sehingga membuat pekerjaan praktikan 
sedikit terbengkalai.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
       Praktikan melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala agar dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Adapun cara untuk mengatasi kendala 
yang dihadapi, antara lain: 
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1. Memperhatikan dengan baik ketika pembimbing memberi arahan atau 
informasi tentang bagaimana tata cara pengoperasiannya agar praktikan tidak 
salah dan bingung dalam melakukan pekerjaan; 
2. Praktikan harus aktif bertanya apabila ada yang tidak praktikan mengerti 
mengenai pekerjaan yang dilakukan; 
3. Praktikan harus meningkatkan ketelitian dalam melakukan pekerjaan terutama 
dalam mendata objek pajak yang aktif dan masih aktif atau tidak dalam 
sistem. Memerhatikan apakah objek pajak tersebut yang dicari atau bukan, 
karena jika terdapat kesalahan akan berdampak pada instansi dan wajib pajak; 
4. Setelah setiap menyelesaikan pekerjaan, praktikan selajutnya melakukan  
pemeriksaan dan pengecekan ulang  terhadap pekerjaan tersebut apakah sudah 
sesuai dengan yang informasikan oleh pembimbing. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
       Selama melakukan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan, 
dapat disimpulkan dari kegiatan yang telah dilakukan yaitu: 
a. Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional di bidang perpajakan yang 
dilakukan oleh setiap satuan pelaksana dan subbagian di Unit Pelayanan Pajak 
Daerah Grogol Petamburan; 
b. Praktikan dapat mengetahui Sistem Pemungutan Pajak Daerah online 
Pemerintah DKI Jakarta dan cara mengaplikasikannya; 
c. Mengetahui persyaratan yang diajukan untuk memperoleh pengurangan pajak; 
d. Kegiatan PKL memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan yang baru 
kepada praktikan dan juga memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia 
kerja yang sesungguhnya, yang sangat bermanfaat bagi praktikan.  
 
B. Saran 
       Selama melaksanakan kegiatan PKL, terdapat beberapa saran yang diajukan 
oleh praktikan untuk pihak yang terkait, yaitu: 
1. Bagi Praktikan: 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri dari segi akademik maupun 
keterampilan dalam melaksanakan PKL; 
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b. Praktikan harus menambah ilmu pengetahuan serta wawasan agar sesuai 
dengan sesuai bidang pekerjaan yang dikerjakan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Memberikan arahan dan gambaran kepada mahasiswa sebelum melakukan 
PKL agar mahasiswa lebih siap dalam melaksanakan PKL; 
b. Memberikan pembimbing selama kegiatan PKL berlangsung agar 
mahasiswa dapat bertanya apabila mengalami kesulitan; 
c. Menjalin hubungan yang baik dengan instansi pemerintah maupun 
perusahaan swasta agar pelaksaan PKL dapat berjalan lancar kedepannya. 
3. Bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah Grogol Petamburan: 
a. Meningkatkan kerja sama antar pegawai untuk mendukung kegiatan 
operasional instansi; 
b. Meningkatkan pelayanan pengadministrasian terhadap wajib pajak. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2: Surat Penerimaan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3: Jadwal Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 4: Rincian Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL 
 
 
52 
 
 
 
 
 
53 
 
 
 
 
 
54 
 
 
Lampiran 6: Penilaian PKL 
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Lampiran 7: Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 8:  Surat Masuk 
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Lampiran 9:  Surat Keluar 
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Lampiran 10: Box Arsip 
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Lampiran 11 : SK Pengurangan yang telah diambil 
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Lampiran 12: Pemisahan Pengajuan Pengurangan Pajak 
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Lampiran 13: Daftar Objek Pajak Aktif Restoran 
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Lampiran 14: Cek SKPD Pajak Reklame 
 
 
 
 
 
Login menggunakan 
username dan 
password pegawai 
Klik 
“Laporan”
” 
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Klik “Cek SKPD 
Reklame By Teks 
& Jalan” 
Ketik “Skynindo” pada 
kolom Teks, klik “Cari” 
dan akan muncul hasil 
pencarian. Lalu klik SKPD 
yang terbaru. 
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Rincian dari 
SKPD Terbaru 
milik Skynindo 
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Lampiran 15: Daftar Objek Pajak Reklame Di Pusat Perbelanjaan 
       Salah satu lembar yang berisikan data objek pajak reklame yang seluruhnya 
berjumlah 15 lembar. 
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Lampiran 16: Daftar Objek Pajak Reklame Di Tempat Umum 
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Lampiran 17: Kartu Bimbingan 
 
 
 
 
